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Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
SMP PGRI PA'BUARAN
TAHUN 2020

. a. bahwa untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik dibidang

pendidikan dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal
(SPM) maka dipandang perlu diberikan izin operasional sekolah;

. bahwa izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf

a diberikan kepada sekolah sebagai salah satu kriteria penilaian
kelayakan penyelenggaraan pendidikan;

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala
Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Toraja;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangam (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan

Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan
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INUITIOT 4490 );

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoma
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daera
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporal
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporal
keterangan Pertangungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewal
Perwakilan Rakyat Daerah,dan Informasi laporan Penyelenggaraal
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negar:
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaral
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagiai
Urusan Pemerintah Antara Pemerintah,Pemerintah  Daeral
Provinsi,dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ( Lembarai
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedomar
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republil
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negar:
Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belaja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomo
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaar
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200t
Nomor 91,Tambahan Lembaraan Negara Republik Indonesi:
Nomor 4864);

MEMUTUSKAN

srikan izin operasional sekolah kepada SMP PGRI Pa’buaran. Alama



KETIGA . Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :

a. Pengelola Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukanya di tetapkai
dengan Akta Notaris;

b. Izin tidak dapat di pindah tangankan tanpa pemberitahuan teriebil
dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten;

c. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis ¢
bidang penyelenggaraan pendidikan;

d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasione
maupun muatan lokal yang ditentukan;

e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar sesuai jumlah muri

yang telah ditentukan pada standar pelayanan Minimal;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudial
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadaka
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Tana Toraja di Makale (sebagai laporan )

2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale

3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tana Toraja di
Makale

. Inspektur Kabupaten Tana Toraja di Makale

. Camat Makale Selatan di Makale Selatan

. Kepada yang bersangkutan

. Arsip
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